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Abstrak

Protokol Kyoto yang diterbitkan sebagai salah satu usaha pengurangan emisi telah menciptakan skema perdagangan emisi dalam bentuk cap and trade schemes. Skema ini didesain untuk mempertimbangkan efisiensi dalam pengurangan emisi yaitu dengan memberikan perhargaan bagi entitas yang telah mematuhi dan memenuhi target pengurangan emisi, bahkan penghargaan bagi entitas yang dapat menurunkan emisi pada tingkat yang paling banyak. Skema ini diciptakan ketika pemerintah atau lembaga regulator lain di suatu negara menetapkan “cap” (tutup) atau batas emisi yang diijinkan per tahun dan batas ini akan semakin ketat seiring dengan berjalannya waktu. Pemerintah menciptakan suatu hak yang lebih banyak disebut sebagai ‘allowances’, yaitu tiap allowances memberikan hak kepada pemegangnya untuk menghasilkan emisi sebanyak satu ton CO2 atau gas setara CO2. 
Allowances ini dapat diberikan secara gratis oleh pemerintah atau diperjualbelikan melalui pasar atau lelang. Pihak yang memiliki emisi lebih besar dari batas yang ditetapkan harus membeli allowances tambahan sebagai kompensasinya. Sementara pihak yang berhasil menekan emisi di bawah batas, berarti memiliki cadangan allowances yang dapat diperjualbelikan atau dipakai sendiri di masa yang akan datang.

Jika ‘cap’ atas emisi gas rumah kaca terus menurun atau semakin ketat, maka allowances akan menjadi sumberdaya yang langka. Dengan sendirinya, karena kelangkaannya itu, maka allowances akan memiliki ‘harga’ yang kemudian didefinisikan sebagai ‘harga karbon’. Harga allowances saat kini dan masa datang digunakan oleh dunia bisnis dalam keputusan operasi dan investasi karena akan mempengaruhi besaran emisi yang dihasilkan. Dengan adanya harga karbon, investasi diarahkan supaya menggunakan teknologi rendah emisi dan pola konsumsi diubah agar menggunakan karbon lebih sedikit.

Akuntansi melihat hal ini sebagai suatu hal yang mulai harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan. Adanya allowances berarti adanya aset bagi perusahaan karena allowances memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Di sisi lain, bagi entitas yang harus membeli allowances di masa depan berarti harus mencatat adanya kewajiban karena di masa depan ada pengorbanan ekonomis untuk mendapatkan sumberdaya tersebut. Allowances dapat dicatat sebagai aset tidak berwujud, persediaan atau derivatif, tergantung dari posisi entitas yang mencatatnya. Pengakuan awal atas perolehan allowances yang disarankan adalah dengan mencatatnya pada harga perolehan (at cost). Pengukuran setelah pengakuan awal mengikuti nilai pasar (at market value) atau nilai wajar (at fair value) jika menggunakan model revaluasi.
Dunia akuntansi belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan akuntansi untuk perdagangan emisi, meskipun sampai saat ini analisis dan pembicaraan mengenai hal ini terus dilakukan oleh International Accounting Standard Board yang menerbitkan International Accounting Standard. Dalam konteks Indonesia, standar akuntansi keuangan di Indonesia saat ini sudah mengacu pada  penerapan International Accounting Standard dan International Financial Reporting Standar. Entitas di Indonesia perlu menyiapkan diri untuk memahami perlakuan akuntansi perdagangan emisi yang sedang ditawarkan untuk nantinya dijadikan standar, karena bukan tidak mungkin bahwa suatu saat nanti cap and trade schemes juga akan diterapkan di Indonesia. 
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I. PENDAHULUAN 

Protokol Kyoto yang ditetapkan pada tahun 1997 merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang tercakup dalam perjanjian tersebut maupun negara-negara yang kemudian meratifikasi perjanjian tersebut. Protokol Kyoto terbit sebagai usaha pengurangan emisi enam gas rumah kaca (GRK) atau greenhouses gases (GHG) yang paling berbahaya. Setiap negara berkomitmen untuk mencapai target pengurangan tertentu untuk mencapai tujuan mengurangi tingkat emisi global sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012.

Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 28 Juli 2004 dengan menjadikannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2004. Dalam penjelasan undang-undang tersebut antara lain disampaikan bahwa perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam penggunaan energi bahan bakar fosil serta kegiatan alih-guna-lahan dan kehutanan. Kegiatan tersebut merupakan sumber utama Gas Rumah Kaca (GRK) terutama karbon dioksida (CO2) yang kontribusi terbesar berasal dari negara industri. 
Negara industri telah lama menghasilkan emisi GRK yang terakumulasi di atmosfer dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sangat beralasan jika mereka berkewajiban menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim. Sementara itu, negara berkembang yang tidak berkewajiban menurunkan emisi GRK berhak mendapatkan bantuan dari negara industri dalam rangka berpartisipasi secara sukarela untuk menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklan.

Indonesia perlu meningkatkan kemampuan lahan dan hutan untuk menyerap GRK. Protokol Kyoto menjamin bahwa teknologi yang akan dialihkan ke negara berkembang harus memenuhi kriteria tersebut melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) atau Clean Development Mechanism (CDM) yang diatur oleh Protokol Kyoto. Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) merupakan bentuk investasi baru di negara berkembang yang bertujuan mendorong negara industri untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi di negara berkembang guna mencapai target penurunan emisi GRK dan membantu negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri melalui mekanisme Implementasi Bersama (Joint Implementation), Perdagangan Emisi (Emission Trading), dan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism).
II. PERDAGANGAN EMISI

Perdagangan Emisi merupakan mekanisme perdagangan emisi yang hanya dapat dilakukan antar negara industri untuk menghasilkan Assigned Amounts Unit (AAU). Negara industri dengan emisi GRK di bawah batas yang diizinkan dapat memperdagangkan kelebihan jatah emisinya dengan negara industri lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Namun, jumlah emisi GRK yang diperdagangkan dibatasi agar negara pembeli tetap memenuhi kewajibannya.

Dua hal yang disebutkan dalam Protokol Kyoto adalah perdagangan dan penentuan harga pokok emisi karbon. Perdagangan karbon lebih dikenal sebagai ‘cap and trade schemes’ , sedangkan penetapan harga pokok emisi karbon dilakukan dengan metode ‘rate-based schemes’. Dua hal ini merupakan bagian dari aturan perdagangan karbon dan bukan merupakan kewajiban sukarela dari perusahaan untuk melakukan usaha-usaha penghijauan sebagai salah satu tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR)
Salah satu contoh cap and trade schemes adalah EU Emission Trading Schemes atau EU ETS yang ditetapkan oleh Uni Eropa, yang mengatur target emisi dengan besaran yang terus menurun seiring dengan berjalannya waktu. Negara-negara anggota Uni Eropa menetapkan National Allocation Plan yang menentukan besarnya cadangan (allowances) yang akan dialokasikan kepada para pihak yang mengeluarkan emisi (emitter) di masing-masing negara, pada umumnya adalah industri tertentu di negara tersebut. Pembagian allowances ini bisa diberikan secara gratis oleh pemerintah, atau bisa juga dilakukan dengan cara perusahaan yang mendapatkan allowances harus membayar kepada pemerintah. Setiap akhir tahun tiap emitter melaporkan besarnya emisi aktual pada periode tersebut. Emitter dengan tingkat emisi di bawah allowances yang ditetapkan, dapat menjual kelebihan allowances tersebut. Sementara emitter dengan tingkat emisi di atas allowances yang ditetapkan harus membeli tambahan allowances dari pasar. EU ETS menetapkan bahwa harga pasar CO2 untuk tahun 2012 adalah sekitar € 19 per ton.
Pemerintah Inggris menerapkan cap and trade schemes yang dikenal sebagai Carbon Reduction Commitment (CRC) yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan besar yang tidak menggunakan energi secara intensif. Allowances yang ditetapkan pemerintah dijual kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk mencapai target total emisi CO2 tiap tahun. Harga minimum allowances bagi perusahaan dengan emisi di atas target diperkirakan sebesar ₤ 38,000. Di sisi lain, kelebihan allowances dapat diperjualbelikan melalui pasar sekunder dengan tingkat harga yang lebih tidak pasti. Setiap akhir tahun disusun peringkat perusahaan berdasarkan tingkat efisiensi dan keberhasilan mengurangi konsumsi energi dan dengan demikian akan tampak berapa banyak pengeluaran untuk mendapatkan allowances dari pemerintah akan kembali ke perusahaan melalui pasar sekunder dalam nilai pembayaran yang lebih tinggi.
Dalam rate-based schemes, setiap perusahaan yang bisa mengurangi tingkat emisinya sesuai dengan tingkat emisi yang disepakati akan memperoleh nilai pengurang tertentu (emission credit). Nilai ini bisa digunakan oleh para emitter untuk mengurangi kewajibannya dalam cap and trade schemes. Sebagai contoh, 8% dari ketidaktercapaian target dalam cap and trade schemes dapat dibayar dengan nilai yang diperoleh dari rate-based schemes.
Salah satu contoh rate-based schemes adalah Clean Development Mechanism. Dalam mekanisme ini nilai pengutang dapat diperoleh melalui kegiatan seperti penciptaan energi terbarukan, atau kegiatan yang dapat mengurangi emisi karbon. Perusahaan yang berniat untuk mendapatkan nilai ini memerlukan akreditasi dari PBB sebelum nilai pengurang bisa diterbitkan bagi mereka.

Pihak-pihak yang terkait dengan pasar karbon antara lain adalah

a. Emitter 
Dalam skema EU ETS, mereka adalah perusahaan yang mendapatkan alokasi allowances dari pemerintah. Mereka harus mengurangi emisi sehingga tetap berada dalam rentang allowances yang diijinkan atau harus membeli allowances dari pihak lain untuk menutup total emisi yang dihasilkan. Sementara dalam skema CRC, yang digolongkan sebagai emitter adalah perusahaan yang membelanjakan lebih dari ₤ 500,000 per tahun untuk penggunaan listrik dan diharuskan untuk membeli allowances.
b. Creator 
Dalam skema CDM, perusahaan dapat melakukan investasi atau mengembangkan proyek-proyek pengurangan emisi atau memproduksi produk-produk dengan menggunakan energi hijau. Pengurangan emisi yang dihasilkan harus dapat disertifikasi untuk bisa menerima Certified Emission Reductions (CER) yang kemudian dapat dijual atau digunakan untuk memenuhi kewajiban emisi perusahaan. Pengurangan ini disebut sebagai kredit.
c. Trader
Perdagangan CER ataupun allowances memunculkan dealer atau broker dalam pasar karbon. Tidak tertutup kemungkinan munculnya perdagangan produk derivatif berdasarkan CER atau allowances sebagai underlying asset.
d. Investor 
Para penanam modal akan tertarik dalam melakukan investasi dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pasar karbon agar menghasilkan CER yang dapat diperdagangkan.
e. Konsultan. 
Konsultan yang melakukan pendampingan perusahaan dalam pengurangan emisi serta perdagangan CER dapat menerima imbalan sehubungan dengan pekerjaan ini atau pun mendapatkan hak opsi untuk membeli CER. 

Pengelompokan ini tentunya bukan pada posisi mutually exclusive, namun memungkinkan adanya peran ganda dalam satu aktor, seperti misalnya emitter juga memperjualbelikan allowances yang ada untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.
III. PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PERDAGANGAN EMISI 

Semakin pentingnya isu perubahan iklim semakin membuka mata bahwa implikasi finansial atas semua skema dan proyek yang berkaitan dengan pengurangan emisi perlu diperhitungkan, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Dengan demikian investor, kreditur dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh skema yang ada terhadap kinerja finansial perusahaan. Di sisi lain, standar akuntansi saat ini yang khusus terkait dengan isu ini belum selesai dikembangkan, sehingga memicu pada kurang konsistennya laporan keuangan.

Sebenarnya IASB sudah menerbitkan IFRIC 3 tentang ‘Emission Rights’, namun ditarik kembali pada bulan Juni 2005 karena adanya volatilitas nilai yang potensial terjadi dalam penilaian kembali allowances. Sementara kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan perdagangan emisi dikembalikan ke standar yang ada. 

Berdasarkan IFRIC 3, emission rights (atau dalam tulisan ini dikenal sebagai emission allowances) dicatat sebagai aset tidak berwujud (intangible assets). Jika allowances diberikan oleh pemerintah pada harga yang lebih rendah dari nilai wajarnya, maka selisih nilai yang ada merupakan hibah. Provisi untuk kewajiban terkait emisi dicatat sebagai kewajiban kontinjensi.
Perlakuan akuntansi yang dibutuhkan mencakup (a) saat  pengakuan aset, kewajiban, laba dan rugi, (b) pengukuran pada tanggal neraca, apakah pada nilai nominal atau nilai wajar, (c) penyajian dan pengungkapan terkait dengan perdagangan karbon (d) implikasi pajak tangguhan. Perlakuan akuntansi untuk tiap pihak di atas tentunya berlainan.
Dalam pertemuannya pada bulan Desember 2007, IASB membahas kembali perlakuan akuntasi untuk perdagangan karbon, mengingat bahwa skema perdagangan emisi semakin umum dan sejak ditariknya IFRIC 3, tidak ada panduan akuntansi yang jelas untuk mencatat skema ini.
Dari hasil diskusi tersebut diperoleh alternatif perlakuan akuntansi yang dapat dipertimbangkan dalam mencatat transaksi-transaksi terkait dengan perdagangan emisi sebagai berikut.
Tabel 1. Alternatif Perlakuan Akuntansi untuk Emission Allowances
	 
	Pendekatan 1
	Pendekatan 2
	Pendekatan 3

	Pengakuan Awal - Allocated allowances
	Mengakui dan mengukur pada nilai pasar (at market value) pada tanggal penerbitan, dengan entri berpasangan pada hibah pemerintah (government grant)
	Mengakui dan mengukur pada harga perolehan (at cost)

	Pengakuan Awal - Purchased allowances
	Mengakui dan mengukur pada harga perolehan (at cost).

	Perlakuan Selanjutnya – Allowances
	Allowances diukur pada harga perolehan atau nilai pasar (at cost or market value), dan dilakukan impairment.
	Allowances diukur pada harga perolehan (at cost), dan dilakukan impairment.

	Perlakuan selanjutnya - Government Grant
	Hibah pemerintah diamortisasi dengan cara yang sistematis dan rasional selama masa berlakunya (compliance period).
	Not applicable.

	Pengakuan kewajiban 
	Mengakui kewajiban pada saat terjadinya (contoh: saat emisi dihasilkan).
	Mengakui utang pada saat terjadinya. Meskipun ada kemungkinan tidak ada kewajiban yang diukur sampai emisi yang dihasilkan melebihi emisi yang diijinkan berdasarkan alokasi allowances kepada entitas. 

	Pengukuran Kewajiban
	Kewajiban diukur berdasarkan nilai pasar (market value) dari allowances pada tiap akhir periode  untuk menutup emisi aktual, tanpa mempertimbangkan apakah ada allowances yang dimiliki atau akan dibeli dari pasar.
	Kewajiban diukur berdasarkan nilai tercatat (carrying amount) dari allowances yang dimiliki pada tiap akhir periode  untuk menutup emisi aktual.

(nilai pasar pada saat pengakuan jika menggunakan cost model, atau nilai pasar pada saat revaluasi jika menggunakan revaluation model), baik menggunakan FIFO atau weighted average basis; ditambah dengan nilai pasar dari allowances pada akhir periode yang akan dibeli untuk menutup kelebihan emisi (actual emissions in excess of allowances on hand).
	Kewajiban diukur berdasarkan nilai tercatat (carrying amount) dari allowances yang dimiliki pada tiap akhir periode  untuk menutup emisi aktual.

(nol atau cost) baik menggunakan FIFO atau weighted average basis; ditambah dengan nilai pasar dari allowances pada akhir periode yang akan dibeli untuk menutup kelebihan emisi (actual emissions in excess of allowances on hand).


      Sumber: http://www.iasplus.com/agenda/emissiontrading.htm
KPMG (2008) memberikan pandangan tentang akuntansi untuk perdagangan emisi sebagai berikut.
a. Perlakuan Akuntansi untuk Emitter
Pemerintah di tiap negara anggota Uni Eropa menetapkan National Allocation Plan yang berisi total allowances emisi yang tersedia tiap tahunnya untuk para emitter di tiap Negara. Tiap entitas mendapatkan bagian dari total emission allowances. Pada tiap akhir tahun setiap emitter menyerahkan pencapaiannya dalam memenuhi target emisi. Perusahaan yang memiliki surplus allowances dapat menjual kelebihan allowances ini, sedangkan perusahaan dengan tingkat emisi yang lebih besar dari allowances yang didapat harus membeli allowances dari pasar.
Dengan semakin matangnya skema yang ada, maka beberapa hal yang potensial memberikan pengaruh dalam penyusunan laporan keuangan antara lain adalah

a. Sebagian allowances yang pada mulanya gratis, sekarang sudah mulai dilelang oleh pemerintah, sehingga harga perolehan (cost) allowances tersebut tidak lagi nol, dan hal ini akan berpengaruh pada pencatatan setelah perolehannya di neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi (laporan laba komprehensif).

b. Beberapa perusahaan tampak memerlukan tambahan allowances yang akan dibeli di pasar dan ini juga akan menimbulkan harga perolehan yang perlu dicatat dalam laporan keuangan.

c. Para pemangku kepentingan (stakeholders) sudah mulai mengerti dan sadar akan hal perubahan iklim dan menginginkan perusahaan untuk menyediakan informasi terkait pengaruh perubahan iklim terhadap operasi perusahaan.
d. Keputusan manajemen, khususnya terkait dengan tujuan dan strategi untuk menentukan tujuan dan kapan membeli, memegang atau menjual allowances berdasarkan proyeksi emisi di periode mendatang, akan mempengaruhi penyajiannya dalam laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Pemilihan kebijakan akuntansi dan perlakuannya atas transaksi terkait dengan karbon juga akan mempengaruhi kinerja keuangan dan dengan sendirinya juga berpengaruh pada persepsi investor.
Hal yang paling penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kebijakan akuntansi dan perlakuannya adalah saat pengakuan perolehan allowances dan kewajiban yang timbul dari emisi, nilai awal yang akan diatribusikan pada allowances serta pengukuran kembali pada periode berikutnya dan pengakuan atas pembayaran penjualan allowances.

Allowances sendiri perlu dilihat definisi akunnya, apakah merupakan aset tidak berwujud (intangible assets), persediaan (inventory) atau merupakan aset keuangan dan derivatif. 
 Pandangan KPMG condong pada menggolongkan allowances sebagai aset tidak berwujud, meskipun dalam beberapa kasus, allowances yang diperdagangkan oleh broker/trader cenderung bersifat sebagai persediaan. Sementara kontrak untuk membeli allowances yang dapat diperjualbelikan bisa digolongkan sebagai derivatif.
Dari sisi cara perolehan allowances, kebijakan akuntansi harus secara gamblang menjelaskan mengenai perlakuan allowances yang dibedakan antara allowances yang diterima dari pemerintah atau yang dibeli dari pasar. Alokasi yang diterima dari pemerintah diakui hanya jika ada jaminan yang memadai bahwa entitas akan menerima hibah allowances ini dari pemerintah, yaitu perusahaan mematuhi semua kondisi yang disyaratkan untuk menerima hibah tersebut. Saat pengakuan yang disarankan adalah paling lambat pada awal tahun berlakunya allowances tersebut secara efektif. 
Jika allowances diterima sebagai hibah dari pemerintah, maka ada dua pilihan mencatat jumlah yang dapat diatribusikan  yaitu (a) nilai nominal atau cost -- yang sangat mungkin bernilai nol karena merupakan pemberian gratis dari pemerintah, atau (b) nilai pasar. Harga perolehan hibah dari pemerintah akan diperlakukan seperti deferred income dan akan dibebankan dalam laporan laba rugi sesuai dengan masa manfaatnya. Jika allowances diperoleh sebagai hasil pembelian, maka akan dicatat pada harga perolehannya dan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya jikalau ada impairment (penurunan nilai).
Perlakuan setelah perolehan akan mempertimbangkan apakah allowances diperlakukan sebagai asset tidak berwujud atau sebagai persediaan. Jika allowances diperlakukan sebagai persediaan, maka nilai yang dicatat adalah nilai pasar persediaan dikurangi dengan biaya penjualan. Jika allowances diperlakukan sebagai asset tidak berwujud, maka ada dua perlakuan, yaitu entitas tetap memakai harga perolehan atau entitas akan menerapkan nilai revaluasian. Revaluasi diijinkan jika memang ada pasar aktif untuk asset ini. Baik penerapan harga perolehan maupun nilai revaluasian, keduanya tetap harus memperhitungkan adanya impairment dan amortisasi. Pemilihan metode apapun harus diterapkan secara konsisten.

Di sisi lain, ketika entitas memiliki kewajiban di masa yang akan datang untuk membeli allowances sebagai akibat dari tingkat emisi yang dimiliki saat ini, maka entitas harus membuat cadangan (provision) dengan mencatat beban pada laporan laba rugi berdasarkan estimasi besaran allowances yang harus dibeli untuk periode tersebut. Estimasi disarankan memakai nilai pasar dari allowances yang selalu diukur kembali pada tiap akhir tahun. Jika entitas melakukan forward sales atas allowances ini, maka kontrak yang terjadi dianggap sebagai derivatif dan perlakuan akuntansinya akan mengikuti perlakuan akuntansi untuk derivatif. Lebih jauh lagi, jika entitas terlibat dalam penggabungan usaha, maka allowances akan dinilai berdasarkan nilai pasar saat penggabungan terjadi dan allowances yang diperoleh dari hasil penggabungan tidak selalu akan menjadi aset atau kewajiban, namun tergantung dari kebijakan entitas setelah penggabungan terjadi.
Entitas harus menyajikan hal-hal material terkait dengan perdagangan karbon dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan secara konsisten dan transparan, sehingga perlakuan akuntansi yang dipakai mencerminkan praktik bisnis yang terjadi di perusahaan. 

b. Perlakuan Akuntansi untuk Creator
Entitas dapat memperoleh kredit dengan menerapkan proyek-proyek hijau seperti pengurangan emisi atau menghasilkan produk yang dianggap sebagai carbon-efficient. Skema yang tercakup dalam CDM meminta setiap proyek yang diajukan untuk memperoleh kredit memerlukan pendaftaran dan akreditasi dari PBB. Verifikasi dari PBB akan menentukan apakah entitas layak memperoleh CER atau tidak. CER dapat digunakan untuk menutupi kewajiban yang terkait dengan cap and trade schemes atau dijual ke bank atau trader.

Allowances yang diterima dalam bentuk CER dicatat sebagai aset tidak berwujud yang berasal dari hibah pemerintah. Entitas dapat mencatatnya berdasarkan harga perolehan (cost) yaitu semua pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung kepada aset tersebut.Saat pengakuan dilakukan ketika ada jaminan memadai bahwa entitas akan dapat mematuhi semua kondisi yang disyaratkan. 
c. Perlakuan Akuntansi untuk Trader
Trader atau broker dapat memperdagangkan allowances baik untuk saat ini maupun dalam bentuk kontrak di masa depan. Bentuk kontrak di masa depan dapat berupa opsi atau forward. Tujuan perdagangan ini adalah untuk meminimalkan biaya sertifikasi yang dikeluarkan terkait dengan emisi atau untuk perdagangan spekulatif yang bertujuan laba. 

Transaksi penjualan allowances dicatat pada saat kontrak terjadi dan dicatat pada harga pasar. Jika nilai kontrak tidak menggunakan harga pasar, maka transaksi dicatat pada nilai wajarnya. Jika trader menginginkan untuk memegang allowances untuk tujuan keuntungan jangka pendek, maka allowances yang dimiliki dianggap sebagai persediaan dan dicatat berdasarkan nilai wajarnya.

d. Perlakuan Akuntansi untuk Investor

Bagi investor, perlakuan akuntansi atas atas investasi yang dilakukan tergantung dari jenis investasinya. Investasi dapat berupa investasi ekuitas , kerjasama operasi, aset keuangan atau anak perusahaan. Jika investasi pada anak perusahaan melebihi kepemilikan sebanyak 50%, maka perlu dibuat laporan keuangan konsolidasi. Investor juga harus mempertimbangkan kemungkinan munculnya kondisi bahwa aset yang terkait dalam proyek ini termasuk dalam definisi sewa (leasing).
e. Perlakuan Akuntansi untuk Konsultan

Imbalan atas jasa yang diberikan oleh konsultanakan dicatat sebagai pendapatan dan diakui sebesar nilai pasar dari aset yang diterima. Beban yang muncul selama memberikan konsultasi mungkin dicatat sebagai work-in-progress sampai jasa dapat diserahkan dan pendapatan diakui.

Pada bulan Mei 2008, IASB mengadakan pertemuan bersama FASB untuk membahas bersama model akuntansi untuk perdagangan emisi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa proyek yang dilakukan akan meliputi semua rights/allowances dan kewajiban yang dapat diperdagangkan dalam skema perdagangan emisi. Ada berbagai skema perdagangan emisi yang bertujuan sama yaitu mengutangi kerusakan lingkungan. 
Teori yang mendasari perdagangan karbon adalah penciptaan nilai melalui alokasi hak (rights/allowances) untuk menghasilkan emisi . Target yang ditetapkan pada umumnya di bawah emisi aktual yang saat ini dihasilkan oleh entitas. Dengan demikian kelangkaan artifisial diciptakan dan ini akan menimbulkan kenaikan nilai bagi para pemegang rights/allowances. Pada umumnya target emisi ditetapkan dan didistribusikan oleh pemerintah, melalui lelang atau alokasi. Target emisi menciptakan ”cap” atau baseline target dari total emisi yang diijinkan dalam periode tertentu.
Diskusi ini juga menghasilkan usulan atas definisi dari skema perdagangan emisi (emissions trading schemes). Definisi tersebut adalah ’An emissions trading scheme is an arrangement designed to improve the environment, in which participating entities may be required to remit to an administrator a quantity of tradable rights that is linked to their direct or indirect effects on the environment’ (IAS, 2008) Dalam terjemahan bebas, kalimat tersebut dapat diartikan bahwa skema perdagangan karbon adalah sebuah usaha yang didesain untuk memperbaiki lingkungan yang di dalamnya setiap pihak yang terlibat diminta untuk menyerahkan kepada administrator sejumlah hak yang dapat diperdagangkan yang terkait dengan dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan. Sebagian besar anggota yang berdiskusi menyetujui definisi tersebut, namun masih membuka kemungkinan adanya perbaikan editorial.
IASB setuju untuk tidak membatasi diri dalam menentukan standar yang harus dijalankan saat mengembangkan model perlakuan akuntansi, namun meyakinkan bahwa model akuntansi yang dikembangkan akan mengikuti Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan. 

Pada bulan Maret 2009, IASB membicarakan perlakuan awal atas instrument yang dapat dipakai untuk ditukar dengan kewajiban emisi (tradable offset) dalam cap and trade schemes. IASB setuju bahwa tradable offset memenuhi definisi asset yaitu bahwa asset tersebut merupakan sumberdaya yang dikendalikan oleh entitas yang menyediakan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Entitas dapat menggunakan tradable offset untuk menyelesaikan kewajiban emisinya atau dapat juga dijual di pasar terbuka secara tunai. Meskipun dibicarakan apakah pengakuan awal berdasarkan cost atau fair value, IASB menyarankan bahwa pengukuran awal sebaiknya menggunakan fair value karena lebih transparan dan lebih berdaya guna dalam pengambilan keputusan, dibandingkan jika memakai cost. 

IV. PENUTUP
Jika melihat dari paparan di atas, maka skema transaksi perdagangan emisi yang dikembangkan dari Protokol Kyoto membawa dampak pada bagaimana transaksi tersebut harus dicatat dalam laporan keuangan, mengingat satuan emisi sudah dapat diterjemahkan dalam bentuk satuan moneter. Konsekuensinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh entitas harus dipikirkan dampak lingkungannya, tidak hanya dampak secara fisik, namun juga dampaknya pada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan selain mencatat besaran laba atau rugi, juga menunjukkan adanya asset atau kewajiban terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan emisi.
Di masa depan, entitas tidak bisa lagi menyembunyikan dampak dari keputusan operasi atau investasi dan pengaruhnya terhadap perubahan iklim. Semakin besar allowances yang harus dibayar oleh entitas karena entitas tersebut tidak menurunkan emisinya, semakin besar pula pengeluaran perusahaan. Hal ini berakibat tentunya pada kenaikan harga barang atau jasa yang dihasilkan. Entitas dengan emisi tinggi menjadi tidak kompetitif dan dalam jangka panjang, perusahaan dengan emisi rendah adalah perusahaan yang paling mampu bertahan dalam persaingan global.
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